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6' Realisasi penyerapan anggaran urusan wajib perayanan dasar bidangketentralnan dan ketertiban umum serta periindungan masyarakat cukupbaik kartlna mencapai 97' lila/o'Meskipun demikien dari emBqt ineiiltaterr yangditetapkein dalam RPJMD, 
""rr.rrrrrl,u"o.,u_ tereapai. Keempat indikatortersebut ialah rasio linmas per jumlah 10.000 penduduk, pe rs€htase pemilihdalam menggunakan hak pilih melalui pemilu, cakupan penegakan peraturandaerah dan peraturan kepala daerah, serta prograrn peneega,an clankesiapsiagaan penanggu lar:girn bencana.

oieh karena itu DPRD merekomendasikan kepada pemerintah claerahkhususnya oPD terkait untuk melaktrkan rekrutmen dan seleksi rinmasberdasarkan kebutuhan' oPD terkait juga perru merakukan sosialis,qi ",onr.,rlebih rtenJ'elurttll ':lail 'icj';l'; 'i,rr kcpac,ia lri*slar.rkat untuk menggunakanhak pilihry&, agar partisipasi warga dalam
kualitas sDM yans *"*;;';ffi;.J##"-;::::L-:Iff" 

:::peraturan kepala daerah juga perlu ditingkatkan diiringr sosialisasi secaralebih intensif kepada masvarakat meng"r., our;;;;"turan tersebur.Selain itu, OpD terkait perlu melakukan kajian secara 
rsenus mengenai

::::i:,,Hffi.|:.:il::ffi frl3: sehingga upaya penansa.annya

7 ' Pencapaian kinerja pemerintah daerah Kabupaten Rembang untuk urusanwqjib pelayanan dasar bidang sosial cukup memuaskan. Selain realisasipenyerapan anggarannya cukup baik (g3,g 4%or, indil<ator kinerja dari urusan

;:::::.i:ffi.;:[:H:-:i" v;u1s ditetapkan da,am R'JMD, yakni
Namun demikian, D,RD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepadapemerintah daerah khususnya opD terkait perru terus memastikankeianjutnn program dan kegiatan agar target di tahun-tahun berikutnya jugaterpenuhi' Mengingat indikator kinerja pada urusan ini hanya satu dan dapattercapai pada tahun 2018, opD terkait juga perru mempertimtangkan untukrneningkatkan target atau menambah indikator kinerja di hhun berikutnyaagar motivasinya dapat semakin meningkat. Di sisi lain, OpD terkait jugaperru mrsmastikan vaiiditas data yang dijadikan acuan perhitunga, pMKs,

;ffiff::X':iJ#'j:ff merupakan persoaran vang sering teqadi
Pada indikator krnerja pada urusan rena^^ .r-^_:
terbuka tidak berhasil ,.r".r",'"tn 

tenaga kerja yakni tingkat pengangguran

RPJMD. Untuk itu DpRD *"r.,t" 
target seperti yang ditetapkan dalam

trTfiI-nl:jff#il:,,T..;:*;kerja yang belum terserap dengan memberikan peratihan keterampilan agar
memperoleh nilai tambah dalam mencari pekery.aarr,



Di sisi lain OpD terkait juga perlu
mengadakan job fair sehingga
mendapatkan pekeq' aan,

bekerja sama dengan pemberi keq.a untuk
memperbesar peluang pencari kerja

9' Rasio KDRT yang menjadi indikator kinerja bidang pemberdayaarr perempuan
dan anak iuga tidak berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam
RPJMD' untuk itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada
pemerintah daerah agar oPD terkait perlu meningkatkan upaya sosialisasi
khususnya kepada anak-anal< sekolah sehirrqqa mi.nclset anti kekerasan
dalam rumah tangga dapat terbentuk sejak dini. sosialisasi juga clapatdilaktrkan kepada calon pengantin d.engan bekerja sama dengan KUA-KUA ciiI(abupaten Rembang agar menanamkan mind.set anti kekerasan clalamlumalt tiirigii:i dnlnnr 112c'r'11rr' i"''l nil<alr:rl-',, ni sisi lnin, perrterintah harus
memastikan ada penindakan hukum yang tegas bag, pelaku KDRT agar
menimbtrlkan efek jera.

10' skor pola pangan haralran (PPH) dan ketersediaan energi dan protein per
kapita yang menjadi indikator kinerja bidang pangan juga Lidak berhasit
mencapai target.

Untuk meningkatkan skor ppH, DPRD Kabupaten Rembang
merekornendasikan kepada pemerintah daerah agar opD terkait perlu terus
secara intensif mengedukasi masyarakat untuk mengkonsu msi makanan
yang beragam, bergizi seimbang, dan aman (B2sA). paralel dengan upaya
tersebut, oPD terkait juga perlu mengembangkan makanan yang memenuhi
prinsip B2sA narnun iuga memiliki cita rasa yang diterima masyarakat
Kabupat'en Rembang. upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan
sayembara produk makanan yang memenuhi prinsip-prinsip tersebut.

I 1' Dari dua indikator kinerja yang ditetapkan pada bidang lingkungan hidup,
satu indikator yakni indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) tidak berhasil'-mencapai 

target, sedangkan satu indikator lainnya yakni rahabilitas hutan
dan lahan kritis tidak tersedia informasinya. Untuk meningkatkan IKLH,
DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepada pemerintah daerah
perlu terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat dan melakukan
penindakan tegas bagi pihak-pihak yang merusak lingkungan.

12' Dua indikator pada bidang administrasi kependudukan dan capil juga tidak
berhasil meucapai target. Kedua indikator tersebut yakni persentase
penduduk ber-KTP serta persentase bayi berakte kelahiran dan angka
pemakaian kontrasepsi/cpR bagi perempuan menikah usia 15_49 yang
menjadi salah satu indikator kineg'a bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana tidak berhasil dicapai. HaI ini perlu menjadi perhatian
pemerintah khususnya opD terkait sebagai upaya pengendalian jumlah
penduduk dan mencegah teq'adinya redakan penduduk.



Untuk mencapai target dua indikator kineda tersebut, DPRDmerekontendasikan kepacla oPD terkait perru merakukan trobosampeiqyanan, beberapa diantar4ly6 y6.-ns dapat meruadi e,ltp.r_natif arrqla,hstrategi "jemput bola" dan pelayanan satu pintu. Selain itu OpO terkait untuklebih in'tens dalam melakukan sosiarisasi kepada masyarakat karenakeengganan masyaraka:t untuk me,gg,nakan kontrasepsi/cpR banvakterjadi karena kurangnya intbrmasi dan pengetahuan.
13' Persentase orgatrisasi l;c1lr:tituclaalr yarrg clibiner rnenjacii satu indikator yangtidak berhasil mencapai target pada bidang kepemudaan dan orahraga. HaJini perlur diperhatikan karena pembinaan organisasi kepemud.aan menjadikrusial untuk tetap menjaga kukuhnya ideologi pancasila.

Olelr liat l ",' , i{ rr Dpnp ,r:,,..,.1,.i-i:rrr\r..j J...:.:r .,,r ,.,,i.^rjr]n (;.,, , Lt_t.ireitt periumelakukan pendataan terhadap organisasi kepemudaan yang eksis diI(abupaten Rembang dan segera melakukan pembinaan.
14' Bidang perpustakaan iuga tidak berhasil mencapai target angka kunjunganperpustakaan per tahurr pada 201g. Hal ini patut disayangkan mengingatperan penting perpustakaa:r dalam meningkatkan riterasi masyarakat.untuk itu DPRD Kabupaten Rembang merekomendasikan kepacJa opDterkait untuk merakukan inovasi daram mendekatkan diri ke caronpengunjrrng' selain itu oPD terkait dapat mengadakan acara-acara yangdimir:ati masyarakat khususnya anak muda dengan tujuan untuk menarikminat mengunjungi perpustakaan. oPD terkait juga dapat menyediakanfasilitas yang digemari anak muda semisar wifi dan spot-spot instagrammabredi daram perpustakaan sehingga minta anak muda mengunjungiperpu stakaan dapat meningkat.

15' Bidang l<earsipan juga tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan padaindikator kinerjanya, yakni pengelolaan arsip secara baku., Har ini patutinenjadi perhatian serius karena kualitas pengelolaan arsip dapatmenentukan kualitas dan validitas data dan informasi yang dim,iki' 
Pemerjntah Kabupaten Rembang.
oleh karena itu DPRD merekomendasikan opD terkait agar me,ingkatkansarana dan prasarana pendukung pengelolaan arsip agar kualitaspengelolaan arsip dapat meningkat.

16' Indikator ki,erja pacla bidang kelautan dan perikanan yakni pertumbuha,produks:[ perikanan budidaya per tahun tidak berhasil mencapai target.vangditetapkan dalam RPJMD' untuk itu DpRD merekomencrasikan kepada opDterkait agar melakukan inovasi untuk meningkatkan produksi perikananbudidaya' Beberapa inovasi yaxg dapat dilakukan diantaran-rza acrarahmendorong para pembudidaya ikarr untuk memproduksi pakan secaramandiri untuk meningkatkan efisiensi produksi perikanan budidaya.



17' Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap pAD yang menjadiindikator bidang pariwisata juga tidak berhasil mencapai targ:t tahun 201gyang ditetapkan daram R'JMD, sarah satu penyebab tidak tercapainya tarfiettersebut sangat mungkln karena beberapa program pengembanganpariwisala serapannya kurang maksimal, diantaranya pengelolaan museumdan sanggar budaya (85,23o/o) dan penataan lingkungan obyek wisata pantai
Binangun (56,TSo/o).

Oleh l<arena itrr DPRD rrrernl,, '''',qi1.",rr 1,.r.1-n,11t _1 OPI-r terkart untuk
program yal:tg telah

meningkatkan kapasistas daram mengimplementasikan
direncanakan pada tahun mendatang secara serius.

18' Tiga dari empat indikator kineda pada bidang pertanian juga tidak berhasilDlcrlc;rPni tnrget yanFi ditetnpl<an rlnlam Rp,lI{D. Ketiga ir.t.-, l,;,,.t_ur ic'sebuIadalah procruktivitas tanaman pangan (padi), indeks peningkatan popurasiternak ruminansia, serta indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian.oleh karena itu DPRD merekomendasikan kepada pemerintah khususnyaoPD terkait perlu melakukan pendampingan dan sosiarisasi secara intenskepada petani mengenai teknik-teknik peningkatan produktivitas tanamanpangan (padi), seperti pen€rnaman menggunakan bibit muda, sistem ,,jajar
legowo'' tanam bibit dangkal, serta satu lubang satu tanaman. sernentaraitu' untuk meningkatkan indeks peningkatan pelaku usaha sektor pertanian,pemerintah perlu mendorong adanya regenerasi petani, salah satunya denganmendorong pencari ke{a yang berusia muda untuk menjadi pengusaha
sektor pertanian. Langkah ini juga harus diiringi dengan upaya pemberianpelatiha, terkait usaha pertanian, agribisnis hortikulutura, agribisnisperkebu,an' serta mekanisasi pertania, kepada calon pen3usarra sektorpertaniar: tersebut.

19' secara umum, tidak optimarnya penyerapan anggaran pada masing_masing- urusan sangat mungkin disebabkan karena konsep perencanaan yangkurang matang, jelas dan terukur, sehingga memunculkan kesenjanganantara target yang clirencanakan dengan realitas kebutuhan serta
kemampuan untuk merealisasikannya. Penyebab lain ya.ng mungkin terjadiadalah karena lemahnya upaya controlling yang dilakukan top leuel dan
rniddte leruel manager danl oPD terkait. Masih belum optimalnya penyerapan
anggaran pada urusan urusan pirihan secara umum pada Tahun furggaran
2oLB juga sangat mungkin clisebabkan kurangnya kapasitas top leuelmanager pada oPD-oPD terkait. Selain itu kurangnya mofivasr pegawai jugasangat mungkin men'1adi penyebab masih belum optimalnya rea-risasi serapananggararr pada urusan pilihan secara umum pada Tahun Anggaran 201g.oleh karena itu' DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah agarperencanaan anggaran untuk Tahun Anggaran berikutnya perlrr



menggunakan prinsip manajemen strategis, sehingga program dan kegiatanyang dianggarkan sejalan dengan sasaran :/ang telah ditetapkan di R'JMDdan sum'ber claya yang dimiliki. selain itu, opD terkait dapat menggunalcansistem pengawasan berbasis sistem informasi agar progres peraksanaan dapatdipantau secara rear time dan mudah, sehingga dapat dilakukan prosesperbaikan sejak dini' selanjutnya, perlu dipertimbangkan secara serius untukmelakukan iob rotation pada posisi top leuel mqnagerkhususnya pada opD-oPD strategis dan menrmll'ritlia, prc,ses serer<si .)'ang objektif sehinggakapasitas top leuel manager di oPD-oPD yang strategis memenuhi prinsipright man on the right place' Tidak kalah penting iuga perru dipertimbangkansecara serius untuk mengimplementasikan manajemen kompensasi herbasiskinerja. I\{;r rr, jr:nrerr 1.:nrr1.^n.,,1'."-,1 h"rl)a,rir,i l:ir:.erja tersebut sarah satunyadapat d,akukan dengan memberikan tunjangan kineq.a bagi pegawai,sehingga dapat lebih termotivasi untuk meningkatlan kinerjanya. Kurangoptimalnya penyerapan anggaran juga bisa disebabkan kurangnyapemaharnan aparatur di opD-opD terkait dengan mekanisme penggunaananggaran dan model pertanggungiawabannya. Di sisi rain, mekanisme hukumyang ketat saat ini tidak memberi ruang toleransi terhadap kesarahan dankeialaiarr dalam pengeroraan dan penggunaan anggaran. Karena itu, terdapatkehati-hatian yang berrebihan dari aparatur-aparatur opD untukmerealisasikan anggaran ketika pemahaman mereka terhadap dasar hukumpenggunaan anggaran masih rancu. solusi yang;;- diambii orehPemerintah Daerah adarah meningkatkan pemahaman aparatur opD_opDmengenai aspek-aspek teknis dan aspek-aspek hukum mekanismepenggunaan anggaran serta model pertanggungjawabannya, meialuipelatihan-pelatihan dan program pendampingan.
20' Dalam penyusunan buku LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2018 masihbarryak yang belum menyajikan data yang valid dan tidak acla l<ecukupaninformasi' oleh karena itu DPRD Kabupaten Rembang merekome,clasikan

kepada pemerintah daerah Kabupaten Rembang agar daram menyusun LI(pJBuapati harus memastikan bahwa pada tahun selanjutnya data daninformasri yang disajikan lebih lengkap dan jeras, sehingga proses evaruasidan pernberian rekomendasi dapat beq.alan Iebih efektif, yang goar-nyaadalah tercapainya visi dan misi Kabupaten Rembang.
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